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LEMBARAN DAERAH

- KABUPATEN TANAH LALT
NOMOR 6 TAHUN 2005 SER! D NOMOR SER! 6

'PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAGT
NOMOR 6 TAHUN2005 |

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BARA TALA -
TUNTUNG PANDANG KABUPATEN TANAH LAUT

DE\TGA\T RAH\! AT TUHAN ¥ ANG MAHA ES -\

‘BL=P.-\T] TANAH LA LT.

" Menimbang  : " bahwa dalam I'rangka - menunjang
' Pendapatan Asli Daqrah serta “untuk
pertuasar -~ usaha penqembanean

Perusahaan Daerah maka berdasarkan .
. pertimbangan <rsebui dlpandang perla

pipindal aengan Camb>scal



membentuk Perusahaan Daerah khusus
untuk  bidang  Pertambangan Umura
dengan membentuk Peraturan  Daerah
tentang Perﬁbenu.'kan Perusahaan Daerah
Bara Tala. Tunwng Pandang Kabupaten
Tanah Laut ;

M_qi:ngingat o 1 Und&ng—un@gr-g Nomor, 3 Tahun
. 1962 tcntiﬁg - Perusahaan Daerah
(Lembaran., /Negara | Republik
Indonesia Tahun 1562 Nomor 10,
Tambahan - Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 2387); -
Undaﬁg-_ undang = Nomor & Tahun
1965 tentang Pembentukan. Daerah
Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il  Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong

19

; dengan
mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undarg-Undang Darurat Nomor 3

pipindal dengan Lamscal



Tahun 1953 tentang Pembentukan

Daerzh Tingkat i! di
Kalunanan (Lembaran Negara
Republik Indoresia Tahun 1943

Nomot 51 Tambahan Iembera-
Negara Republik Indonesia Nomor

2756}

: Undanﬂ-undaru Nomor 43 Tahun |
1999 tﬂntano Perubahan atas Undang- A
undang ;Nomor, 8 Tahus 197
tefuany Pc\o.-'-pol'c-\ f\epcuawa an.
(L.erﬁbaran I\egara __ Repubhl\:
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahaq , e Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor
3890) ; i = |

Undang — Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang — undahgan ( Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389 ),

pipindal dengan camsScal
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. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 ieniang Pamerintahan Daerah
- (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tamlbqhmi Lemiaran Negara
.Republik Indonesié Nomor #437)) -

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004  Tentang  Perimbangan
Keuangan Pemen’n’ta!i: ‘Pusat \ dan
Pe_me.rilz_l.rah' Fas Da‘.rah‘f ’(Lem baran
Neg'a_ra 'Rel;)ublik Indbn_ésia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan
 lembaran Negara Republik Indonesia
Nprﬁor 4438); _

. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Laut Nomor 5 Tahun 2002 Tentang
Kepengurusan dan Kepegawaian
Perusahaan Daerah Aneka Usaha
Maruniung Bersen di Kabupaten
Tanah Laut (Lembaran Daerah Tahun
2002 Nomor 07) ;
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Dengun Psrseruwan Bcrsam.ﬁ
DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH
. K.-\BL'PATEN TANAHLALT
Dan’ |

BUPATI TANAH LAUT

' MEMUTUSKAN :

AN ' DAERAH
A TUNTUNG PANDANG -
TEN TANAH LAUT.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Daerah im1 vang aimaksud dengan -

Daerah aaalah- Naoupaten Tanah Laut,

-

Pemeriniah Daerah adalah Bupatigheserta perangkat
- dagrah sebagal unsur pen\elen:,g;fa Pemerintahan
5 Dz'ie e ,
| kepata Daerah a<alah Bupqn !'anah L""“
. 4. _Dewan . Perwakiian Rakya; Daerah adalah Dewan
| Perwakilan Rﬁkyat Daerah Kabupaten Tanzh Laut. -
5. Sekretaris Daerah aadalah Sekrctans Daerah Kabupaten
- Tanah Laux '

Ll

6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Baratala
Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut.

7. Direkst adalah Direksi Perusahaan Daerah Baratala
Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut. -

8. Badan Pengawas dalah Badan Pengawas Perusahaan
‘Daerah Baratala Tuntung Pandang Kabupaten Tanah

v

Laut.

pipindal dengan camsScal



BAB [J
PENDIRIAN DAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH

Pasai 2

(n Dengan-Ee'rat_pran Daerah didirikan Perusahaan Daerah
yang diberi nama Perusahaan Daeran Baratala Tuntung

‘Pandanﬁ' Kabupaler Tanah Laut

(2) erusaham Daeran vang sebaizaimandi’ dlmaksud pada
0_1:.31 (1) add.ah Bad:m Hukurs, \-ang kedudukannya
sebagar Radan hukum dlperoleh aer;,an berlakunya

Peraturan Daerah 1n:.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah

ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala ketentuan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

pipindal dengan camsScal



BAB ITI
KECUDURAN. SIFAT TUIUAN AN
LAPANGAN USAHA

Pasal 4

Perusahaan daerah berkedudukan di Pelathari dan capat
membuka cabang-cabang dan perwakilan ditempat.lain yang
diperlukan baik di dulam maupun di luar.daerah Kabx.pa:en
Tanah Laut sesual deng an kemampuzn pewsahaan

2 | Pasal5

Perusahaan Daerah adalah suatl kesatuan produksi b;grang dan
Jasa yang bersifat memngkatkan pendapatan daerah, menyerap
tenaga Kerja, dan berusaha dibidang penyediaan bagi
kemanfaatan umum serta mendorong - perkembangan sector
swasta dan atau .'koperasi disamping mendapét keuntungan
sesuai prinsif-prinsif ekonomi.
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Pasal 6

Tujuan dart Perusahaan Daeran adalah untuk melaksanakan
- pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah disamping sebagal
sarana pengembanzan perekonomian dalam  pembangunan
Daerah. |

{ Pasal7

(1} Perusahadn Deerak 'Iber'ge:'.f.k_.dibidéng 'pcjna'r:ibanézh

< umum , minyak dan gas bumi.

(2) Penetapan dan pcnge_r'nbanganlbidm_lg usaha sebagaimana .
dimaksud' ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan
Bupati. o '

(3) Perusahaan Daerah dapat bekerja sama dengan Perusahaan
Negara, Perusahaan Swasta. ' perusahaan-perusahaan
Da;rah pada Daerah lain, koperasi-koperasi dan badan
usaha lainnya atas dasar prinsif-prinsif ekonomi
perusahaan, sepanjang tidak bertentangan dengan

kepentingan daerah.

pipindal dengan camsScal
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. BAB IV
SUSUNAN ORCANISASI

Pasal 8

(1) Susunan organisasi Perusahaan Daerah ierdin dar -
a Direksi;
b. Badan Pengawas

) Direktur utama.

2) Direktur umum :

a. Biro administrasi dan kepegawaian:
b. Biro Hukum dan Humas: dan

c. Biro Kecuangan.

vipinaal adengan camsScal
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(2)

11

Direktur onerasionz: *
a. Divisi perencanaan.
b. Divis: operasior:zi. Jan

c. Divisi pemasaran: . -

Pasal 10

."
'
o

Dirsktur Liamardien seaye! tugas measusen CrOFAm Gt

rencana kefja Perusanzan daerah, mengkoordinasikan dan

mengendalikan kegiatan dibidang pertambangan umur,

minyak dan gas bumi. -

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada“

ayat (1) pada pasal int direktur utama mempunyai fungsi :

a  memimpin dan mengendalikan semua kegiatan
perusahaan |

b. menyusun program dan rencana kerja 5 (lima) tahunan

dan rencana kerja anggaran perusahaan daerah ;

pipindal aengan camsScal



12

mengkoordinasikan  dan mengendalikan  kegiatan

¢

d]b.dam_ penambanyan, minyak Jan gas pumi |

mengadakan’ rapat berkala tentang penyelenggaraan

tugas-tugas sesuai unit-ui‘.n usa'na perusahaan :-dan

¢, Menjalankan tuuas lain vang sesuai dengan’ yang
digariskan oleh Bupatl dan Badan Pengawas sesuai -

peraturan perundang- -undangan yang berlaku.

_ Pasalll

(1) . Direklur umum mempunyal fugas merencanakan,
| mcngkoordmas:kan dan " mengendahkan kégiatan .
' pcnyelenggar_aan .dibidang adrmmstrasn dan . umum
menjadi bidang tugaSnya.
(2)° Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
aj'at (1) pasal in1 Direktur Umum mempunya} fungst :

a. menyusun program dan rencana kerja sesuai dengan

bidang tugasnya ;

pipindal dengan camsScal
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b. mengkoordinasikan dan mengendalikan  kegiatan
perusahaan dibidang hukem, adimmisirase cmium,
humas, kepegawaian, keuangan <dJan pengadaan

peralatan serta perlengkapan perusabazn ,

c. mefencanakan dar mengendaitkan zumber-sumber
oendapatan serta pembelanjaan seita kekayaan

- peruszhaan |

d. mengendalikan uang pendapatansFasil penagihan
utang dan lain-lain ; dan

¢. ‘melaksanakan iugas lain diperintabien ol:h direk i

.
- 4

nema

Pasal 12

(l“)‘ birektur operasional mempunyai tugas me'rencariakan-_
mengkoordinasikan ~ dan  mengendalikan  kewiatan
penyelenggaraan dibidang usaha pertambangan, minyak
dan gas bumi yang telah ditetapkan sesual dengan
Peraturan Perundang — Undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagatinana dimaksud dalam

ayat (1) pasal int Direktur Operasional mempunvai fungst

pipindal dengan camsScal



14

‘menyusun program dan rencana kerja sesuai dengan
bidany igasnya; ' _
mcnggkoordmas-kan dan mengendalikan  kegiatan:
perusahaan . dlhlc._“g pcrtamhanuan minvak dan gzs5
bumi dan lain-lain \dn:. memadr anggurg rawahny:
sesuai’ denuan en.mran penund.':mg, Unaano.an vamg
berfaku: - P :
“mengkoordinasikan  dan meh’gehdalikan sumber-
sumber pemasukan keuangan Perusahaan Daerah
"nengl\oordmas.'(an kematan-keglatan penmu:an dan -

atai: studikelavakan teri.adap Suztu u;a‘wa yang akan
-digaii dan | jasa vang akan dijual;
: mcng}'oordlnas:m mencari, menghub.mg1 dan
melakukan negosws: dan atau melakukan usaha kerja s
sama dengan peruszhaan swasta aiau Perusahaan_ o
Daerah lain; dan
melaksanakan mgas lain vang dlbe-nLan direktur

utama.

pipindal dengan camsScal



BAB V
MODAYL

Pasal 13
(1) Modal dasar perusaﬁaa_n daerah: seluruhnva terdis1 dari
kekayaan pemerintah daerah vang dipisahkan. %

(2) Modal pe_rusz&éan daerah di_‘maksud' pada avat.(1) Pasal inj
ditetapkan seb?;ar Rp i.OOO.OIOOl.OOO?.- (Sani; Miivar
Rupiah). : :

(3) Dengan Pér: etu uzn. Dewan Per\*var(r an Rak\.' 'Da.‘:ral1
modal dasar perusahaan daerah’ sebagaimana dimaksud
ayat (2) pasal ini dapat /ditambah dan penyisihan sebagian
anggaran-keuangan daerah dan pinjaman dari kelembagaan
keuangan yang sah, penjualan saham-saham kepada pii’lak
lain serta cadangan umum perusahaan daerah vang diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.

(4) Penyertaan modal dasar dan barang lainnya kepada
Perusahaan Daerah dituangkan dalam benita acara.

(S) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam atau

cadangan rahasia.

pipindal dengan camsScal



(6) -

(=)
)

. pnontas dan saham-saham u!ﬂ;:

16

i i an e .
Semua alat-alat liquide disimpan dalam Bank BPD atau

Bank Pemerintah vany Sriunjuk leh Kepals Daerzn

B :EV:RY
. SAHAM- SAHAM

N Pas.;'ti“ﬁ'

-_Sahm..-saham perusahaan \,aerah terdm dan saham-saham'

b .J

Sabani pnor.:as. !'-dm 3 dxm. i c1eh Daeran

Saham biasa -dapat dumhkt oleh Dae rah, WNI dan atau
Badan Hukum yang dldlnkan berdasarkan Perundang-

' undangan di Indonesia:”

- Saham-saham dikeluarkan atas nama dan dapat dlpmdah
“tangankan dengan ketentuan bahwa szham pr rioritas hanya

dapat dipindah tangankan kepada Daerah .+
Hak dan wewenang pemegang saham pnontas dilakukan
oleh Kepala Daerah.

Besamya nominal saham disesuaikan dengan fluktuasi

harga.

pipindal dengan camsScal



Pasal 15

(1) Rapat pemegang saham merupakan kekuasaan tertingy
dalam pcru:ah.ian -

(2) Neputusan pemexany saham diambil dalam: keputusan
musyawarah mufakat,

:3) Tata terttb pemegang saham dan rapat umum pemeyane
saham diatmur oleh direks1 bersama-sama »dengan badan

pengawas dengan persetujuan Kepala Daerah,

(4; Rapat pemegang saham dtadakan sekurang-kurangnya |
(saw kaii dalar se ahua. :

~BABVIL
PEMBI'\'AAV :

Pasal 16

(1) Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh

Kepala Daerah.
pembinaan sebagaimana dimaksud

(2) Dalam melaksanakan
Kepala Daerah dibantu cleh

pada ayat (1) pasal ini,

Sekretaris Daerah

pDipindal aengan Camb>scal
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Pasal 17

Kepala Dazerah melakukan penv.uasaan'terhad_ap perusahaan
daersh yang  bernubungan’ dengan hak. wewenany un
. 4 -~ il

kekuasaan Pemernintan Daf.frah.- sebagai pemilik.

_yasal18
.l\"epala' Daerah "nenet':ha;ikaf "c.ai..':ré'n Dagrak  teniang -
Xepengurusan dan _kepegawaian Perusahsan Daerah- dengan
belpedoman kepada ketentuan penmdang-undangan yang

berlaku.

Pasal 19

(N Kepala Daerah menetapkan peraturan tentang penggunaan
dan penyusutan cadangan tujuan setelah mendenaar"-
pendapat atau pertimbangan badan pengawas. e

() Kepala Daerah membeiikan pcr';etujuan atas pcnqeluaraa -

| vbligasi dan atau penerimaan pinjaman januka panjang

pDipindal aengan Cam>scal
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oleh perusahaan daerah dan memberikan parsetujuan
rerhadap rencana kerja sama dcngan pihak ketiga setelah

menaengar pendapat atau pertimbangan Badan Pencawas

| Pasal 20

hepala Duaerch mena#sahkan Remana —\'lg_i_.d":lfl Perusahaan
(RAP) selamhzu lambatma sebelum t:ahun buky baru berjalan
dan laporan keuangan tahunan setelah tahun Suiku oera».har yang, -
diterima dari direksi denszan mendenzar neﬂdapa' atau

pemmb'mgan Badan Penoawas

" Pasal 21

Kepala Dderah'mehyaf}\paikan Anggéran Perusahaan (AP) dan
Laporan Keuangan Tahunan . (Neraca dan Perhitungan
RugiLaba) yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 Peraturan Daerah ini kepada pejabat yang berwenang
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

pDipindal aengan Camb>scal
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Pasai 22

Nepaio 12aerah melakukan persetuijuan dan pejabat vany

~ berwenang terhadap hal-ha .:;cbagai oerikut :

a  mengadakan Kera sema patungar (Joint Venturer van

' berdasarkan penanarnar. modal asing (PMA)

b.  mengadakan pinjaman .uar negeri |

Tahun buku perusahaan dalah tahun tzkwin.

vipindaal aengan Camsdcal



BA
ANGGA RAN PERUSAHAAF\
DAN LAPORAN KEUANGAN

"Pasall4

(1) Selamoat- ...v*xba:".;.'a 3 (uga) bu;an sebelum @aun buku :
paru mulai berlaku. Rencana Muqam Pemsahaan (RAP)
disampaikan oleh-direl»:s] kepada Bupati’ pemegang sanam

.ntuu: mordkoa"ur G,I“Uebal'lan m.,nmu. badan kxuncau as.

(2) Perubahan_ atau |fambahan anggaran perusahaan vang

o terjadi dalam fahun anggaran vang sedang berjalan, _harus‘.
‘disampaikan olch direksi kepada Bupati!Pcr'negan'g saham
untuk . mendapatkar. pengesahan  setelah mendapat
persetujuan Badan Pengawas. o

(3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan. setelah tahun buku
berakhir, laporan keuangan tahunan (neraca dan rugi laba)

disampaikan -oleh direksi kepada kepala daerah untuk
mendapatkan pengesahan.

(4) Pengesahan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP)

perubahan atau tambahan angearan perusahaan dan

K laporan -
€uangan tahunan {neraca car

T iaba) perusahaan,

pDipindal aengan Camb>scal
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T

diberikan  oleh  kepala daerah  setelah mendapat
nertimibanyzan dar: badan pergawas |
P

(5) Jika sesudah 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan
keuangan tahunan olen Bupau  udak menyampaikan
Leberatan tertubs maka izparan keuangan tahunan it

diangeap telah disahkan.
Pasal 23
Lapotarn keuangan @ahunan ineraca dan' rugn laba; dar

Perusahaan Daerah, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan
akuntan Negara dan atau akuntan publik.

BAB X
SISTEM AKUNTANSI
Pasal 26

(1) Setiap perusahaan baik yang dilibatkan oleh transaksi
maupun kejadian yang iain dalam perusahaan daerah yang

Dipindai dengan CamScal
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; mempcngamhl akll\'a modal, bl.lya dan pendapatan harus
d,bukukan atas dasar vang dapit dipertanguung 1av atka

(2) Sjslem akuntansi sebagaimara dimaksud pada avat | (saru)
_pasal ini,  Jdisusun  dan  dilaksanakan eieI:. direkiu:
perusahaan daerah’ agar dapat berjalan denvan baik
berdasarkan prinsif - pengendalian  intern. erutama
pemisahan fungsi péngumsari.‘pencatatan. pen\ ! Tipanan

- dan pengawasan.

Dalam rangka pemeiiksaan. Badan Pengawas kabupaten

-
¥ ]
L

Tanah Laut menilai system yang ditetapkan sebazaimana
~dimakstid pada ayat ! pasal im bilamana erlu memerikan

petunjuk dan saran-saran pc_ny_em purnaan.

- U\ -4 BABXI -
PEhGAWASA\

 Pasal 27

(1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap Perusahaan
Daerah harus dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung
jawab kepada Kepala Daerah.

(2) Badan Pengawes melakukan tugas, wewenang dan

tanggung jawab sesuai dengan keientuan-kctentuan yang

pDipindal aengan Camb>scal
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berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan
Lepurusan-kepuiusan serta petunjuk-petuniizk dari Kepala

Daerah.

Pasal 28

Sernua pembiayaan dalam r'angkal. pelalcsaﬁaan tugas B,-adan
Penyawas dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

_ BAB XIT _—
"PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 29
(1) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi

dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan
lain vang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai

benkut :

Dipindai dengan CamScal
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[ ‘ntuk anggaran pendapatan dan

—

Fn'.l

+elama daerah i
,e]ﬂ 1) ' 3%,

L atuk cadangan umum

= o

uniuk jasa prodi_ikSi -

--------

........

(2) Dalam hal modal perusahaan terdiri dari kekayaan daerah
dan 'saham-saham,f maka penggunaah laba bersih setelah
dikurang;j dcngan'peﬁyusutan dan-_ zakai ditetapkan sebagat
berikut : |

Dipindai dengan CamScat



a U'_’t‘fk angzaran pendapatay, ':ié:f

belanja daeran

b.  Untuk cadangan umum

_f'a

Lfntukjasa nroduk

---------

---------

¢.  Untuk sumbangan dana pensiun |
e o 10%

. Untuk pemegang saham
40%

Dipindai dengan CamScat
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27

Pengguna laba untuk cadangan umum bilamana telah
tercapal luiuannya dapat dialihkan kepada penuuunzan
lain dengan Peraturan Kepala Daerah.

Cara pengurusan dan penggunaan dana penvusutan dan

b

dana cadaruzan lfujuatnva termaksud ayal (2) pasai in:

ditetapkan oleh Keoaia Daerah atas usul Direksi melalu:

Badan Fenuawas

- BABXIlI

TA/! \CGL\G JAWAB un\’ T'L‘\TI’T-X“' GANTI RLGI

)

. barang perusahaan lainnya yang karena m

Pasal 30

() Di’réksi dan peszawai‘ pe‘hlsahaan bertaﬂggung Jawab

urat-surat berharqa sesual

terhadap barang, dokumen dan s
untuk keperluan 1tu

dengan tugas masing- -masing,
diwajibkan memberikan pertan
badan pengawas melalui Direkst.

ggung jawaban kepada

Semua karyawan termasuk anggota dnreksn yang dibeban!

tugas menvimpan uang, surat- _surat berharga dan barang-
melawan tindakan

' cewa)l an tugas Yangé
Hukum atau melalaikan kewajiban dan ™8

Dipindai dengan CamScal
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dibebankar. kepadanva langsing atau 1jduk langsung telah
merznouinan kenigian kepada peruzanaan diwa;ibian
uiF Rl A i
menguantt kerugian tersebut.
:3) Ketentuan-ketentuan tentanz ganti mugr terhadap Pegawar

N e maLtelm Lot L __I_',_i _ K e e
M€ Igirane dtiunuhnyva :.\..fna\.:.::p DTwawar perusahasn

(4) Psvawar perusahaan vang difugaskan r‘ﬁenyimpan bukt
pembayaran - atau penyerahan _uang atau \ surat-surat ’
berharya milik perusahaan vang disimpan dalam gedung
atau tempat penyimpanan pcr':lséhaar_i ,kﬁtlsus_. dan semata-

- mata_dwunakar untuk keper!ﬁéﬁ_ v dan . diwajibken
penanecuny jawab aas pelaksanéén tusas Nepaca Direksi.

(5) Semua bukti dan surat-lainnya sébagziima;:}t ‘sifatnya yang

termasuk dalam tata buku dan administrasi perusahaan = -

(;lisimp;“n ditempat kedudukan perusahaan atau ditempat |

lain vang ditunjuk oleh Direksi. kecuali dianggap perlu

untuk  kepentingan pemeriksaan untuk  sementara
dipindahkan ketempat lain yang ditunjuk oleh Kepala

Daerah.

(6) Pemegang kas adalah peruszhaan, sedangkan Bank adalah
Bank Pembangunan Dzerah atau Bank yang ditunjuk oleh

Kepala Daerah.
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BAR NIV
PEMBEBANAN \'\GG ARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal_'.}]'

Tata cara penjualan. pemindahtanganar. ataupufi pémbebanan
aias aktiva.ietap Pémsahaar. Dacrah seria penerimaan pinjaman
jangka menenx_ah alau parjang dan pembenan pinjaman dalam
benmk ca a apapun sera tidak’ menaqnh lagi dan penghapusan
dan FC"":bul(udn Pmansz dan c-\.medlaar\ barang oleh Perusahaan
Dazrah S atur oler I\*pd a D,..erah berdasarkar - peraturan
] perunaang—andannan yang berlaku A

Pasal32
Rapat-rapat perusahaan termasuk rapat pimpinan dan Direksi

Perusahaan Daerah serta rapat Badan Pengawas tidak
dikeluarkan uang sidang atau rapat. |

Dipindai dengan CamScal
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Pasal 33

~ Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi Perusahaan
Daerah ndak dibenarkan membebani anguaran Perusahaan
Dacrak. ‘dengan  pengeivaran-pengeluarar  pembinaan dan
penzawasan. baik secara lanigsung maupun tidak langsang.

Pasal 34 _

| Pemhbanar tugas tamoah..n kepaaa Pcr..lsahann Dacrah dilvar
1gas '\okok v.am.z men: moulkan ak:bat keuamzdn, baik terhadap
anggaran Pemsahaan Daerah maupun Anga:an Pendapatan dan
- Belanja Daerah - dltetapkan oleh Kepala Daerah sete'ah |
'mendapatl_(an perqer_ujuan Dewan Perwakifan Rakyat Daerah.

BAB XV .
| K'EP_EG'AWAIAN

Pasal 35

Kedudukan Hukum pegawal, gaji, pensiun
direksi;pegawai/pekerja perusahaan diatur dengan Peraturan
Daerah.

Dipindai dengan CamScal
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BAB XVv]
I’EMBUBAR,\N
Pasal 36

h Pembuonnm ‘Perusanaan Daerah, ditetagkans dengan

' cetelﬂh I"']endapat
pel-;gesah& : dari pejabat yang bcmenansz

Peraturan Daerah dan berlaku

(2) Kepala Daerah menunjuk Imundat\,.lya

‘dengan
persetujuan Dewan perwakllan RaLvat Daerah '
(3) Denarouung]a\\aban likuidator | duaLu\a. kenada

Pemenntah Daerah yang membenl-'an kebcbasan Ianggur.g

jawab tentang pekerjaan yang te]ah dlselesarkan oleh- |
llqmdator b - |

(4) Dalam hal likuidasi, Pcmenntah Daerah benanggunq
jawab atas kerugian vang diderita _oleh pthak ketiga.
apabila kerugian 1tu disebabkan oleh karena perhitungan
rug/laba yang dzsahkan tidak meggambarkan keadaan
Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

Dipindai dengan CamScal
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BAB XVII
KE I'F\Tl AN "} NUTUP

Pasal 3" |

e i Hal hal vang "elun' dara- dalam Peraturan Da

mi
sepanjang meno.enan pelaksanaannx
xemudian d‘.naan Pe*an.mn .

(2) _Peratura': Daerah _inj

~ diundangkan.

Dipindai dengan CamScat
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Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan
o P D hoini d »
peruindancan Peramwron Ducrah ini dengan penempataniya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut

Lembaran Daerah Kabupatén Tanah Laut
Tahun 2005 Nomor 6 '
Seri D Ncmor Sen 6

Dipindai dengan CamScal



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/1022-KUM /2025

TENTANG

PERPANJANGAN PELAKSANA TUGAS (Plt) DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN DAERAH BARATALA TUNTUNG PANDANG

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataanimanajemen PD. Baratala
Tuntung Pandanggberupa penataan elemen Struktur
Perusahaan, Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM),
Manajémen »Operasional, Pemasaran dan 'keuangan
untuk mencapai tujuan organisasi BUMD yang sehat
dan produktif sampai dengan ditetapkannya Direktur
Definitif dan ‘pendaftaran badan hukumnya menjadi
Perseroan Daerah maka perlu memperpanjang
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan
Daerah Baratala Tuntung Pandang sebagaimana
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor
100.3.3.2/445-KUM /2025 tentang  Pengangkatan
‘Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan
Daerah Baratala Tuntung Pandang;

b. bahwa berdasarkan disposisi Bupati Tanah Laut atas
Telaahan Staf dari Kepala Bagian Perekonomian,
Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
tanggal 26 Agustus 2025 Perihal Permohonan
Perpanjangan  Pelaksana Tugas (Plt) Direktur
Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Perusahaan
Daerah Baratala Tuntung Pandang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang -
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
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Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
. Undang - Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran_Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun /2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);
. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);
. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah
Baratala Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2005);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten«Tanah
Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan
LembaranyDaerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan' Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ’

KESATU : Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Pelaksana
Tugas (PIt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Baratala
Tuntung Pandang,

KEDUA :  Menunjuk dan menugaskan lhsanudin, SH, MM, (eks
Direktur Umum PD. Baratala Tuntung Pandang Tahun
2012 s.d 2016) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur
Utama Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang
sampai dengan ditetapkannya Direktur Utama Definitif
atau terdaftarnya PD. Baratala Tuntung Pandang
sebagai Perseroan Daerah.

KETIGA : Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah
Baratala Tuntung Pandang memiliki tugas:
1. Melaksanakan operasional manajemen dan bisnis
Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang;
2. Melaksanakan perbaikan tata kelola/penataan
manajemen Perusahaan Daerah Baratala Tuntung
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Pandang agar menjadi BUMD yang sehat dan
produktif;,

3. Mempersiapkan proses perubahan status badan
hukum PD. Baratala Tuntung Pandang dari
Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Daerah
(Perseroda);

4. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi efektif
dengan Dewan Pengawas PD. Baratala Tuntung
Pandang;

5. Melaporkan hasil kegiatan-kegiatan operasional dan
kegiatan lainnya kepada Bupati, cq. Dewan
Pengawas setiap 3 (tiga) bulan sekali/triwulan,
selanjutnya Dewan Pengawas melaporkan output
dan outcome kinerja Plt. Direktur Utama PD.
Baratala Tuntung Pandang sétiap .3 (tiga) bulan
sekali kepada Bupati.

KEEMPAT :  Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan evaluasi
kinerjar terhadap Plt. Direktur Utama sebagaimana
dimaksud pada diktum kedua setiap 3 (tiga) bulan sekali
dengan difasilitasi ‘oleh  Bagian Perekonomian,
Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam.

KELIMA : Keputusan atas perpanjangan sebagaimana dimaksud
pada diktum kedua merupakan satu kesatuan dengan
Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.3.2/445-
KUM /2025 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PIt)
Direktur Utama Perusahaan Daerah Baratala Tuntung
Pandang sehingga segala kewenangan yang diberikan
berikut tanggung jawab pelaksanaan tugas dan hak
yang melekat sebagai akibat ditetapkannya kedua
keputusan ini tetap berlaku sampai dengan
ditetapkannya  Direktur Utama  definitif atau
terdaftarnya PD. Baratala Tuntung Pandang sebagai
Perseroan Daerah atau terbitnya Keputusan Bupati
tentang Pemberhentian yang bersangkutan sebagai
pelaksana tugas.

KEENAM : Segala Keputusan dan atau tindakan yang diambil oleh
Pelaksana Tugas Direktur Utama sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA dalam kurun waktu
berakhirnya Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor
100.3.3.2/445-KUM /2025 sampai dengan terbitnya
Keputusan Bupati tentang Perpanjangan sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Bupati ini
dianggap sah dan berlaku sepanjang melakasanakan
tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
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diberikan oleh Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor
100.3.3.2/445-KUM/2025

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebanan kepada Anggaran Perusahaan
Daerah Baratala Tuntung Pandang Kabupaten Tanah

Laut.
KEEMPAT :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Pelaihari
EALINAN SESUAI DENGAN ASLINTA
KIEPALA BAGIAN HUKUM

SZXRETARIAT DAERAH
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1209000520137

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk
Berusaha (NIB) kepada:

1.Nama Pelaku Usaha ‘Perusahaan Daerah (Perusda) BARA TALA TUNTUNG PANDANG KAB.

TANAH LAUT

:JI. Abadi No. 03, Desa/Kelurahan Pelaihari, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah
Laut, Provinsi Kalimantan Selatan,
Kode Pos: 70815

2.Alamat Kantor

No. Telepon 1085821021618

Email :pd:baratalatuntungpandang@gmail.com
3.Status Penanaman Modal :PMDN
4.Kode Klasifikasi Bakudtapangan Usaha Indonesia :Lihat'Lampiran

(KBLI)

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal

Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran-kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan,
serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB\tersebut«di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diterbitkan di Jakarta, tanggal:'3 Mei 2021

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
EPaAE

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Oktober 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab

2. Pelaku Usaha. 7 Balai

3. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. d Sertifikasi
4. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. h Elektronik

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1209000520137

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

NolKode KBLI Judul KBLI Lokasi Usaha Klasifikasi Risiko .Perizinan Berusaha
Jenis Legalitas
147102 PertambanganDesa Pemalongan, Desa/Kelurahan_|Tinggi NIB Untuk persiapan
Bijih Besi Pemalongan, Kec. Bajuin, Kab. kegiatan usaha
Tanah Laut, Provinsi Kalimantan 1z Untuk operasional
Selatan dan/atau komersial
Kode Pos: 70815 kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa'NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

2. Pglaki h ji hi kewaiji iN P Kriteria (NSPK
I%gm%r%{gﬁaﬁ/\ﬁlg%%rangean}ﬁw).l persyaratan dan/atau kewaijiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab

2. Pelaku Usaha. ’ Balai

3. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 8 Sertifikasi
4. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. h Elektronik

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.
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Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai
/ Sertifikasi
A ) Elektronik
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